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Analisis Kinerja Keuangan Daerah Tertinggal (Peraturan Presiden RI Nomor 63 

Tahun 2020) Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 

2018-2022 

 

Muhammad Adrian 

Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan 

 

ABSTRAK 

 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan mengukur kinerja keuangan Kabupaten 
Lombok Utara sebagai daerah tertinggal menurut Perpres No. 63 Tahun 2020 yang diukur 
dari sudut pandang kemandirian keuangan daerah, efektivitas, efisiensi, pertumbuhan, 
derajat desentralisasi dan ketergantungan. Pemerintah mengategorikan daerah tertinggal 
salah satunya ditentukan oleh kemampuan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan 
metode kuantitatif deskriptif dengan menggunakan teknik dokumentasi untuk 
pengumpulan data. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa Laporan 
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Utara 
Tahun Anggaran 2018-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian terhadap 
kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara yang diukur menggunakan (1) 
rasio kemandirian keuangan daerah dikategorikan rendah sekali dengan pola hubungan 
instruktif, (2) rasio efektivitas dikategorikan cukup efektif, (3) rasio efisiensi 
dikategorikan cukup efisien, (4) rasio pertumbuhan memiliki tren fluktuatif, (5) rasio 
derajat desentralisasi dikategorikan kurang, dan (6) rasio ketergantungan dikategorikan 
sangat tinggi. Kabupaten Lombok Utara sangat bergantung pada dana transfer dari 
pemerintah pusat. Dengan demikian Kabupaten Lombok Utara dikategorikan daerah 
tertinggal karena kemampuan keuangan daerahnya masih sangat rendah terutama pada 
pendapatan asli daerah. 
 
 
Kata Kunci: Daerah Tertinggal, Realisasi APBD, Kinerja Keuangan 
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Analysis of Financial Performance in Underdeveloped Regions (Presidential 

Regulation No. 63 of 2020): A Case Study of the North Lombok Regency Government 

for the Fiscal Years 2018-2022 

 

Muhammad Adrian 

Financial Accounting Study Program 

 

ABSTRACT 

 
 
This study aims to assess and measure the financial performance of North Lombok 
Regency as a disadvantaged area according to Presidential Regulation No. 63 of 2020. 
The assessment is based on the perspectives of regional financial independence, 
effectiveness, efficiency, growth, degree of decentralization, and dependency. The 
government categorizes underdeveloped regions, one of which is determined by the 
region's financial capacity. This research employs a descriptive quantitative method using 
documentation techniques for data collection. The data used are secondary data in the 
form of the Regional Budget Realization Report of North Lombok Regency for the fiscal 
years 2018-2022. The results of the study indicate that the financial performance 
assessment of the North Lombok Regency Government shows: (1) the regional financial 
independence ratio is categorized as very low with an instructive relationship pattern, (2) 
the effectiveness ratio is categorized as fairly effective, (3) the efficiency ratio is 
categorized as fairly efficient, (4) the growth ratio shows a fluctuating trend, (5) the 
degree of decentralization ratio is categorized as lacking, and (6) the dependency ratio is 
categorized as very high. North Lombok Regency heavily depends on transfer funds from 
the central government. Consequently, North Lombok Regency is categorized as a 
disadvantaged area due to its very low financial capacity, particularly in terms of local 
revenue. 
 
 
Keywords: Underdeveloped Region, APBD Realization, Financial Performance 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Pemerintah pusat memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk menyediakan 

layanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu aspek yang penting dan perlu 

diketahui masyarakat yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 

Masyarakat dengan memiliki keingintahuan tentang pengelolaan keuangan daerah akan 

mendorong pemerintah daerah untuk dilaksakannya otonomi daerah. Menurut Wardani & 

Saleh, (2020) Otonomi daerah adalah otoritas yang diberikan oleh pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta 

kepentingan masyarakat setempat secara mandiri. Hal inii memungkinkan pemerintah 

daerah untuk memilikii wewenang dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan 

kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kondisii spesifik di wilayah mereka. 

Otonomi daerah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan 

kualitas pelayanan publik, serta mendukung pembangunan daerah yang lebih merata dan 

berkelanjutan. Dengan otonomi daerah, diharapkan adanya peningkatan 

partisipasiimasyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan, serta terciptanya 

pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel terhadap aspirasi dan kebutuhan 

masyarakat setempat. 

 Penerapan otonomi daerah membutuhkan persiapan beberapa aspek pendukung di 

setiap daerah, seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, insfrastruktur, dan 

keuangan. Penerapan otonomi daerah mendukung pemerintah daerah memahami semua 

isu-isu lokal dan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas layanan publik serta 

menciptakan kesejahteraan secara komprehensif bagi masyarakat. Menurut (Fadhilah et al., 

2022) Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memilikii fleksibilitas untuk 

meningkatkan efisiensi dengan mengoptimalkan penerimaan pendapatan lokal atau 

pendapatan aslii daerah, serta mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal. 

Kapasitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah tercermin dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran berperan penting dalam memantapkan, 

mendistribusikan, menyediakan sumber daya publik, merencanakan, mengelola dan 

mengevaluasii kinerja organisasi. Anggaran diteteapkan sesuaii dengan kemampuan dan 

potensii yang dimilikii daerah tersebut. Untuk mengetahui kemampuan daerah dalam 
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mengelola anggaran dan melaksanakan otonomi daerah, salah satu metode yang dapat 

digunakan adalah dengan menganalisis kinerja keuangan daerah melalui Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA) yang disusun dan diterbitkan oleh pemerintah daerah. Menurut (Arnianto 

& Sati, 2020) Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang memberikan gambaran 

lengkap mengenaii sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan yang dikelola 

oleh pemerintah pusat atau daerah. Dalam laporan ini membandingkan antara anggaran 

yang telah ditetapkan dengan realisasinya selama satu periode pelaporan. 

Penelitian ini mengambil objek pada Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. 

Kabupaten Lombok Utara merupakan salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Barat yang 

memilikii potensi sumber daya alam yang besar dan beragam. Sebagaii bagian dari tata 

kelola, pengelolaan keuangan pemerintah daerah mempunyai peranan penting dalam 

menjaga stabilitas keuangan daerah, mendukung pembangunan, dan memberikan 

pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat lokal. Namun Lombok Utara masuk 

kedalam salah satu daerah tertinggal yang diatur pada Peraturan Presiden RI Nomor 63 

tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020-2024. Kabupaten Lombok 

Utara termasuk dalam salah satu daerah tertinggal dikarekan dianggap kurang mencapai 

kriteria yang ditetapkan seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana, karakteristik 

daerah, perekonomian masyarakat, kemampuan keuangan daerah, dan aksesibilitas. 

Kabupaten Lombok Utara saat ini menjadi satu-satunya kabupaten dengan status 

daerah tertinggal di Nusa Tenggara Barat (NTB). Tujuh darii delapan kabupaten lainnya 

telah keluar dari status daerah tertinggal, di antaranya yaitu Kabupaten Lombok Barat, 

Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten 

Dompu, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Sumbawa Barat. 

Kabupaten Lombok Utara dalam melakukan realisasi belanja diketahui pada dua 

tahun terakhir sebelum dikeluarkan Perpres Nomor 63 tahun 2020 daya serap anggaran 

tersebut cenderung rendah. Sebagai gambaran hal ini dapat dilihat pada tabel realisasi 

belanja Kabupaten Lombok Utara tahun 2018-2019 dibawah ini: 

Tabel 1. 1 Anggaran dan Realisasi Belanja Kabupaten Lombok Utara 

Tahun 
Belanja Daerah 

Persentase 
Anggaran Realisasi 

2018  868.764.931.160,78 785.367.155.045,80 90,40% 
2019 1.048.293.103.387,60 961.663.785.112,80  91,74% 

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lombok Utara 2018-2019 
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 Pada tabel tersebut dapat terlihat bahwa masih ada beberapa realisasi belanja yang 

kurang dari 95% yaitu pada tahun 2018 sebesar 90,40%, dan pada 2019 sebesar 91,74%. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.02/2015 tentang Tata Cara 

Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja 

Kementerian Negara/Lembaga menjelaskan bahwa persentase penyerapan anggaran 

dianggap optimal yaitu minimal pada 95%. Maka dari gambaran tersebut terlihat bahwa 

cenderung rendah dalam memanfaatkan aktivitas belanja mereka karena masih terdapat 

dibawah 95%.  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Drastiana & Himmati, 2021) yang 

membahas analisis rasio keuangan sebagai alat penilaian kinerja keuangan pada 

pemerintah Provinsii Jawa Timur dan Provinsii Jawa Tengah pada tahun 2019-2020 

menjelaskan bahwa kemandirian keuangan pada pemerintahan Provinsii Jatim dan 

Provinsii Jateng masuk dalam kategorii rendah sekali, rasio efektivitas masuk dalan 

kategorii tidak efektif, rasio efisiensi masuk kategoriisangat efisien, dan rasio 

pertumbuhan cenderung fluktuatif. Kemudian menurut Amal & Wibowo, (2022) 

mengenai analisis kinerja keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum dan sesudah 

pandemi Covid-19 menjelaskan bahwa rasio kemandirian Provinsi DKI Jakarta sangat 

tinggi, rasio efektivitas masuk dalam kategoriiefektif, rasio efisiensi masuk dalam 

kategorii tidak efisien, dan rasio pertumbuhan mengalamii penurunan. Lalu dalam 

penelitian Aryanti & Nugroho, (2022) mengenai penilaian kinerja keuangan Pemerintah 

Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2017-2021 menjelaskan rasio kemandirian 

masuk dalam kategorii sedang dan memiliki pola hubungan partisipatif, rasio efektivitas 

masuk dalam kategorii efektif, rasio efisiensi masuk dalam kategorii kurang efisien, rasio 

pertumbuhan dibeberapa tahun positif dan satu tahun negatif, dan rasio derajat 

desentralisasii masuk dalam kategorii cukup. Sedangkan dalam penelitian Wokal, (2023) 

mengenai penilaian kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 

anggaran 2018-2021 menjelaskan rasio kemandirian masuk dalam kategorii rendah, serta 

mempunyai pola hubungan konsultatif, rasio efektivitas masuk dalam kategorii cukup 

efektif, rasio efisiensii masuk dalam kategorii tidak efisien, rasio pertumbuhan memiliki 

tren fluktuatif, dan rasio derajat desentralisasii masuk dalam kategorii sedang. Penelitian 

dari Tahun K, (2022) mengenai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor 

Tengah Selatan sebelum dan saat pandemi Covid-19 menjelaskan bahwa Rasio Derajat 

desentralisasii fiskal dikategorikan sangat rendah, Rasio Ketergantungan Keuangan 

Daerah dikategorikan sangat tinggi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dikategorikan 
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rendah sekali dan pola hubungan instruktif, Rasio Efektivitas Pendapatan dikategorikan 

tidak efektif, Rasio Efisiensi Pendapatan dikategorikan tidak efisien. Lalu penelitian dari 

Naha, (2023) mengenai analisis kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten 

Sumba Timur tahun anggaran 2018-2020 menyatakan rasio derajat desentralisasi fiskal 

sangat kurang, rasio ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi, rasio kemandirian 

keuangan daerah dikategorikan rendah, rasio efektivitas dikategorikan kurang efektif, 

rasio efisiensii masuk kategoriiefisien. Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan, 

penelitiibermaksud untuk melakukan penelitian terkait PerPres Nomor 63 tahun 2020 pada 

suatu Pemerintah Provinsi, adapun judul sebagai berikut “Analisis Kinerja Keuangan 

Daerah Tertinggal (Peraturan Presiden RI Nomor 63 tahun 2020) Studi Kasus 

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2018-2022” 

1.2. Rumusan Masalah 

 Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2020 mengklasifikasikan daerah tertinggal 

berdasarkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, karakteristik daerah, 

perekonomian masyarakat, kemampuan keuangan daerah, dan aksesibilitas. Kabupaten 

Lombok Utara termasuk dalam salah satu daerah tertinggal dikarenakan dianggap kurang 

mencapai kriteria tersebut. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara harus meninjau secara 

berkala, mengevaluasi kinerja keuangan untuk mengetahui kendala yang ada. Laporan 

mengenai kinerja keuanganipemerintahiakan disajikan dalamiLaporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD), yangiakan direview oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

guna memverifikasi bahwa penggunaan dana telah sesuaii dengan sasaran dan targetiyang 

telah ditetapkan. Pengevaluasian tersebut dilakukan sebagai dasar perencanaan untuk 

melakukan perbaikan-perbaikan agar Kabupaten Lombok Utara keluar dari daerah 

tertinggal menurut PerPres Nomor 63 tahun 2020. Penelitian yang dilakukan oleh Naha, 

(2023) yang membahas analisis kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten 

Sumba Timur tahun anggaran 2018-2020 menyatakan rasio derajat desentralisasiisangat 

kurang, rasio ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi, rasio kemandirian keuangan 

daerah dikategorikan rendah, rasio efektivitas dikategorikan kurang efektif, rasio efisiensi 

masuk kategori efisien. Sedangkan menurut Tahun, (2022) mengenai kinerja keuangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebelum dan saat pandemi Covid-19 

menjelaskan bahwa Rasio Derajat desentralisasi dikategorikan sangat rendah, Rasio 

Ketergantungan Keuangan Daerah dikategorikan sangat tinggi, Rasio Kemandirian 

Keuangan Daerah dikategorikan rendah sekaliidan pola hubungan instruktif, Rasio 

Efektivitas Pendapatan dikategorikan tidak efektif, Rasio Efisiensi Pendapatan 
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dikategorikan tidak efisien. Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Timor Tengah 

Selatan termasuk daerah tertinggal menurut PerPres Nomor 63 Tahun 2020, dalam 

peneltian tersebut mendapatkan hasil yang cukup berbeda, hanya dua dari lima rasio yang 

memiliki hasil yang sama, sehingga peneliti ingin menganalisis kabupaten lain yang 

termasuk dalam kategorii daerah tertinggal menurut PerPres Nomor 63 tahun 2020 yaitu 

pada Kabupaten Lombok Utara. 

1.3. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka timbulah pertanyaanidalam penelitian 

inii sebagai berikut : 

1. Bagaimana mengukur kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Lombok Utara sebagai 

daerah tertinggal tahun anggaran 2018-2022 dari sudut pandang kemandirian, efektivitas, 

efisiensi, pertumbuhan, derajat desentralisasi dan ketergantungan pada pemerintah pusat? 

2. Bagaimana hasil pengukuran terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Lombok 

Utara dari tahun anggaran 2018 hingga 2022 dari sudut pandang kemandirian, efektivitas, 

efisiensi, pertumbuhan, derajat desentralisasi dan ketergantungan pada pemerintah pusat? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan lataribelakang dan rumusan masalah, penelitian inii dilakukan dengan 

tujuan sebagai berikut: 

1. Mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara selama periode 

2018-2022 dari sudut pandang kemandirian, efektivitas, efisiensi, pertumbuhan, derajat 

desentralisasi dan ketergantungan pada pemerintah pusat. 

2. Mendeskripsikan hasil pengukuran terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten 

Lombok Utara selama periode 2018-2022 dari sudut pandang kemandirian, efektivitas, 

efisiensi, pertumbuhan, derajat desentralisasi dan ketergantungan pada pemerintah pusat. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Dari penelitianiini diharapkan dapat memberikanimanfaat, antara lain sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian inii diharapkan dapatimenambah wawasan dan pemahaman pembaca tentang 

penilaian kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten Lombok Utara sebagai daerah 

tertinggal menurut PerPres RI No. 63 tahun 2020, serta referensi untuk penelitian 

selanjutnya terkait dengan penilaian kinerja suatu daerah. 

2. Manfaat Praktis 
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Hasil dariipenelitian iniidapat menjadi refensi yang berharga bagi pemerintah maupun 

masyarakat Kabupaten Lombok Utara serta otoritas daerah lainnya terkait dengan 

penilaian kinerja suatu daerah. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Penelitian iniidisusun dalam 5 bab. Adapun sistematikaipenulisannya sebagai berikut: 

BAB 1: PENDAHULUAN 

Dalam bab ini mencakup lataribelakang dan perumusan masalah yang menjadi alasan 

utama dilakukannyaipenelitian ini. Di dalamnya, terdapat uraian mengenai 

pertanyaanipenelitian yang ingin dijawab, tujuan yang hendakidicapai, serta manfaat 

yangidiharapkan dari penelitian ini. Selain itu, babiini juga menjelaskanisistematika 

penulisan yang digunakan, memberikan gambaran tentang struktur dan alur dari 

keseluruhan isi penelitian.  

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA 

Babiini berfokus pada penjelasan rinci mengenai landasaniteori dan hasil penelitian 

terdahuluiyang dijadikan sebagaiiacuan olehipeneliti dalam mengkaji permasalahan yang 

telahidirumuskan sebelumnya. Dalam bab ini, penelitiimemaparkan berbagai teori dan 

temuan sebelumnya yangirelevan dengan topik penelitian, memberikan konteks dan dasar 

ilmiah bagi analisis yang akan dilakukan. Selain itu, bab ini juga mencakup 

kerangkaipemikiran yang menjelaskan alur berpikir dan langkah-langkah logis yang 

diikuti dalam penulisan ini, memberikan gambaran jelas tentang bagaimana penelitian ini 

disusun dan dikembangkan. 

BAB 3: METODE PENELITIAN 

Babiini memberikan penjelasan menyeluruh tentang penelitianiyang akan dilakukan, 

mencakup berbagai aspek penting. Di dalamnya, dijelaskan mengenai objek penelitian 

yang menjadi fokus utama, metode yang digunakan untuk pengambilan sampel, jenisidan 

sumber data yangidigunakan dalamipenelitian, serta metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data tersebut. Selain itu, bab ini juga memaparkan teknik analisis data 

yang akan diterapkan untuk mengolah dan menganalisisidata yang telah dikumpulkan. 

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Babiini akan membahas gambaran umum mengenai Pemerintah Kabupaten Lombok Utara 

sebagai objek penelitian, serta secara rinci menguraikan hasil penilaian kinerjaikeuangan 

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk tahun anggaran 2018-2022 

BAB 5: PENUTUP 



7 

 
Politeknik Negeri Jakarta 

Bab terakhir ini menyajikan kesimpulan dari hasiliipenelitian yang telah dilaksanakan, 

serta memberikan saran kepada pihak-pihak yangiberkepentingan dan rekomendasi untuk 

penelitian selanjutnya. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Dari hasil penilaian dan pengukuran kinerja keuangan daerah tertinggal Kabupaten 

Lombok Utara dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1.  Rasio kemandirian pada Kabupaten Lombok Utara dari tahun 2018-2022 

dikategorikan rendah sekali dengan pola hubungan instruktif yang memiliki rata-

rata rasio kemandirian 16,42%. Rasio efektivitas Kabupaten Lombok Utara tahun 

2018-2022 memiliki rata-rata persentase 84,80% dikategorikan cukup efektif. 

Rasio efisiensi pada Kabupaten Lombok Utara pada tahun anggaran 2018-2022 

yaitu dengan rata-rata 87,11% dapat dikategorikan cukup efisien. Realisasi belanja 

Kabupaten Lombok Utara dari tahun 2018-2022 memiliki rasio pertumbuhan 

belanja yang fluktuatif dengan rata-rata 0,27% tren positif. Rasio derajat 

desentralisasi dari tahun 2018-2022 Kabupaten Lombok Utara dikategorikan 

kurang dengan rata-rata 13,35%. Rasio ketergantungan dari tahun 2018-2022 

Kabupaten Lombok Utara dikategorikan sangat tinggi dengan rata-rata 81,89%. 

2. Secara umum dapat dijelaskan bahwa selama tahun 2018-2022 kemandirian 

Kabupaten Lombok Utara masih sangat bergantung pada pendanaan dari 

pemerintah pusat, dan belum mampu meningkatkan kualitas otonomi daerah serta 

belum dapat membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 

publik. Dari sisi efektivitas pada tahun 2018 dan 2020 dikategorikan efektif, pada 

tahun 2018 hampir memenuhi target hanya kurang pada Pendapatan pajak daerah 

89,05%, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan daerah 84,15%, 

pendapatan retribusi daerah 74,04%, lalu pada 2020 dikarenakan terjadi penurunan 

target PAD sebesar 41,48% dari tahun sebelumnya dikarenakan COVID-19. 

Adapun dari sisi efisiensi pada tahun 2019 dikategorikan kurang efisien 

dikarenakan belanja yang masif pada belanja gedung dan bangunan. Untuk 

pertumbuhan belanja memiliki tren positif pada tahun 2019 dan 2022, pada tahun 

2019 dikarenakan mendapat kenaikan dana perimbangan dari pusat untuk 

pembangunan pasca gempa dan pada tahun 2022 dikarenakan mulai kembali pulih 

dari wabah COVID-19, sehingga realisasi belanja telah terealisasi diatas 95%. Dari 

sisi derajat desentralisasi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara masih kurang 

optimal dalam menggali PAD untuk menunjang pendapatan daerah.  Sementara itu 
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ketergantungan Kabupaten Lombok Utara masih sangat bergantung pada 

pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, saran yang dapat  

diberikan peneliti adalah : 

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara memiliki peluang besar untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memaksimalkan potensi sumber 

daya alam yang ada, khususnya di sektor pariwisata yang belum dikelola secara 

optimal. Untuk mencapai hal ini, diperlukan penyediaan sarana dan prasarana yang 

memadai guna mendukung objek-objek wisata seperti aksesibilitas, rest area, food 

court dan sebagainya, sehingga dapat menarik lebih banyak wisatawan untuk 

berkunjung. Selain itu, pemerintah daerah harus fokus pada peningkatan pelayanan 

dan kemudahan dalam hal pemenuhan kewajiban pajak dan retribusi. Hal ini bisa 

dilakukan dengan memperbaiki sistem administrasi dan memberikan kemudahan bagi 

masyarakat dalam proses pembayaran. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia 

(SDM) pengelola keuangan daerah juga menjadi faktor krusial. Pemerintah dapat 

melakukan pelatihan dan bimbingan teknis (BIMTEK) keuangan secara berkala untuk 

meningkatkan kompetensi para pengelola keuangan daerah. Serta, untuk memotivasi 

perangkat daerah dalam upaya peningkatan PAD, pemerintah daerah dapat 

menerapkan sistem penghargaan bagi mereka yang berhasil mencapai target 

pendapatan yang telah ditetapkan. Penghargaan ini tidak hanya akan meningkatkan 

semangat kerja, tetapi juga mendorong terciptanya inovasi dan efisiensi dalam 

pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, optimalisasi pengelolaan sumber 

daya alam dan peningkatan kapasitas pengelola keuangan akan berkontribusi 

signifikan terhadap peningkatan PAD Kabupaten Lombok Utara. Dengan perbaikan 

pada hal-hal tersebut, diharapkan Kabupaten Lombok Utara tidak lagi dikategorikan 

sebagai daerah tertinggal. 

2. Bagi peneliti berikutnya, disarankan untuk melakukan observasi langsung ke 

pemerintah daerah dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Langkah ini akan 

memungkinkan peneliti mengkaji lebih mendalam tentang anggaran pendapatan dan 

belanja daerah, serta proses penerimaan dan pengeluaran anggaran yang dilakukan. 

Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih rinci dan valid 

mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah, terutama di daerah tertinggal. 
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Lampiran 4 Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 
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Lampiran 5 Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022 
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